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RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
		KABUPATEN ALOR	
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi, Pemerintah Kabupaten Alor merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) tahun anggaran 2024. Dokumen ini memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan secara ringkas kepada masyarakat tentang berbagai capaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran.
Melalui laporan ini, masyarakat dapat mengetahui berbagai capaian daerah, terdiri dari Capaian Indikator Makro, Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Sosial. Selain itu, dapat pula capaian kinerja urusan non pelayanan dasar, hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pihak berwenang dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan daerah, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan didaerah yang secara ringkas disampaikan sebagai bukti konkret dari kinerja pemerintah daerah kabupaten alor tahun anggaran 2024. 

1. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO
Capaian kinerja makro merupakan gambaran umum tentang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian indikator makro dinilai dari 6 (enam) aspek utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Pencapaian indikator makro Kabupaten Alor secara umum menunjukan dampak yang positif pada 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1
Capaian Indikator Makro
	No
	Aspek
	Tahun
	Laju Kinerja

	
	
	2023
	2024
	

	1. 
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	66,82
	67,70
	0,88

	2. 
	Angka Kemiskinan
	19,97
	19,87
	-0,1

	3. 
	Angka Pengangguran (TPT)
	2,52
	2,27
	-0,25

	4. 
	Pertumbuhan Ekonomi
	4,09
	4,24
	0,15

	5. 
	Pendapatan Perkapita
	3,36
	2,95
	-0,41

	6. 
	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)
	0,34
	0,33
	-0,01




2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR
Capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah antara lain urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan pemukiman, urusan sosial, serta urusan ketentraman dan ketertiban umum. Laporan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar memuat data/informasi kinerja dengan indikator masing-masing urusan, secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2
Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar
	No
	Urusan
Pemerintahan
	Indikator Kinerja Kunci Keluaran
	Capaian
Kinerja
	Sumber
Data
	Keterangan

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)

	1 
	Pendidikan
	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
	71.73%
	· Kantor Kementeraian Agama Kab.Alor
· Dinas Pendidikan
· Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
	

	
	
	2. 
	
	
	

	
	
	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
	91.98%
	Sda
	

	
	
	4. 
	
	
	

	
	
	5. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
	84.00%
	Sda
	

	
	
	6. 
	
	
	

	
	
	7. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang  berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
	4.81%
	Sda
	

	
	
	8. 
	
	
	

	2 
	Kesehatan
	9. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan
	
0.054%

	· Dinas Kesehatan
· Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	

	
	
	10. 
	
	
	

	
	
	11. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
	33,33%
	sda
	

	
	
	12. 
	
	
	

	
	
	13. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

	84,06%
	sda
	

	
	
	14. 
	
	
	

	
	
	15. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
	80,35%
	sda
	

	
	
	16. 
	
	
	

	
	
	17. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
	87,57%
	sda
	

	
	
	18. 
	
	
	

	
	
	19. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
	55,81%
	sda
	

	
	
	20. 
	
	
	

	
	
	21. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	50,15%
	sda
	

	
	
	22. 
	
	
	

	
	
	23. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
	54.12%
	sda
	

	
	
	24. 
	
	
	

	
	
	25. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
	75,21%
	sda
	

	
	
	26. 
	
	
	

	
	
	27. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	76,67%
	sda
	

	
	
	28. 
	
	
	

	
	
	29. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
	79,71%
	sda
	

	
	
	30. 
	
	
	

	
	
	31. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
	100%
	sda
	

	
	
	32. 
	
	
	

	
	
	33. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
	58,38%
	sda
	

	
	
	34. 
	
	
	

	
	
	35. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
	100%
	sda
	

	
	
	36. 
	
	
	

	3 
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
	37. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir
	0,42 %
	Dinas PUPR
	

	
	
	38. 
	
	
	

	
	
	39. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS
	0,27%
	sda
	

	
	
	40. 
	
	
	

	
	
	41. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
	1,94%
	sda
	

	
	
	42. 
	
	
	

	
	
	43. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
	92,84%
	DPPKP
	

	
	
	44. 
	
	
	

	
	
	45. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
	95,95%
	sda
	

	
	
	46. 
	
	
	

	
	
	47. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
	100%
	· Dinas PUPR
· DPMPTSP  
	

	
	
	48. 
	
	
	

	
	
	25.  Rasio kemantapan jalan
	36,34%
	Dinas PUPR
	

	
	
	49. 
	
	
	

	
	
	1. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
	5%
	sda
	Belum Adanya Tenaga Kerja Kontruksi yang Terlatih

	
	
	1. 
	
	
	

	
	
	2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
	100%
	sda
	

	
	
	2. 
	
	
	

	4
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
	100%
	DPPKP
	

	
	
	4. 
	
	
	

	
	
	5. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
	0%
	sda
	Tidak terdapat Program Pemerintah Daerah untuk melakukan Relokasi

	
	
	6. 
	
	
	

	
	
	7. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
	1,43%
	sda
	

	
	
	8. 
	
	
	

	
	
	9. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
	0,39%
	sda
	

	
	
	10. 
	
	
	

	
	
	11. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)


	0,46%
	sda
	

	
	
	12. 
	
	
	

	5
	Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat
	13. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	95,65%
	Sat.Pol.PP
	

	
	
	14. 
	
	
	

	
	
	15. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	31,25%
	sda
	

	
	
	16. 
	
	
	

	
	
	17. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	174.551 Orang
	BPBD
	

	
	
	18. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	590 Orang
	sda
	

	
	
	19. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  
	79 Orang
	sda
	

	
	
	20. 
	
	
	

	
	
	21. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
	100%
	Sat.Pol.PP
	

	
	
	22. 
	
	
	

	
	
	23. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.
	0,05 Menit
	sda
	

	6
	Sosial
	24. Persentase penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak   terlantar,   lanjut usia     terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya  di luar  panti (indikator SPM)
	16,51%
	Dinas Sosial
	

	
	
	25. 
	
	
	

	
	
	26. Persentase korban bencana alam dan sosial  yang  terpenuhi kebutuhan    dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
	100%
	sda
	

	
	
	27. 
	
	
	

	
	
	28. 
	
	
	



3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN SEBELUMNYA
A. Hasil Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Alor Tahun 2024
Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah merupakan rangkaian kegiatan penilaian kinerja Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Alor Tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Pada kegiatan EPPD ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan evaluasi. Pada tahap pertama, evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, selanjutnya pada tahap yang kedua evaluasi dilakukan oleh Tim Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir pada tahap ketiga evaluasi dilakukan langsung oleh Tim Nasional EPPD dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian memberikan hasil pemeriksaan berupa nilai atas Indikator Kinerja Kunci yang telah diverifikasi dari setiap urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada Tahun 2024. Hasil evaluasi pada tahun 2025 untuk LPPD Kabupaten Alor Tahun 2024 masih dalam tahapan perhitungan skor oleh Tim Nasional EPPD dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional.

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Alor Tahun 2024
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil dari evaluasi dan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Alor Tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam pelaksanaan audit, terbagi menjadi 2 (dua) tahap pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK RI dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Alor mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan opini yang demikian menegaskan komitmen pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mengelola keuangan daerah.

4.  REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
A. Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang  mana tidak perlu dibayarkan kembali. Mencermati konteks tersebut, maka postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024 yaitu Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.131.879.962.933,80 dan terealisasi sebesar Rp 1.029.770.962.836,90 atau mencapai 90,98%, yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 68.704.810.182,80 dan terealisasi sebesar Rp. 56.421.123.622,90 atau mencapai angka 82,12%, Dana Transfer mencapai 92,72% yang diperoleh dari target sebesar Rp. 1.049.772.287.331,00 dan terealisasi sebesar Rp. 973.349.839.214,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp 32,53% atau bertambah sebesar Rp 3.300.000.000,- menjadi Rp 13.500.000.000,- dari APBD tahun 2024 sebesar Rp 10.200.000.000. Peningkatan lain-lain pendapatan yang sah ini dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan pada layanan kesehatan di Puskesmas. Untuk lebih jelas tentang rincian pendapatan daerah terlihat pada table berikut :
Tabel 3
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024
	Uraian
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%

	Pendapatan Daerah
	1.097.902.846.790,00
	1.094.708.563.215,42
	99,71

	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	58.004.954.440,00
	62790338057,42
	108,25

	Pajak Daerah
	15.021.360.228,00
	14.785.613.566,00
	98,43

	Retribusi Daerah
	35.471.257.975,00
	36.755.957.073,00
	103,62

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	
1.972.081.619,00
	
1.972.081.619,00
	
100,00

	Lain-Lain PAD Yang Sah
	5.540.254.618,00
	9.276.685.799,42
	167,44

	Pendapatan Transfer
	1.024.272.680.769,00
	1.030.048.225.158,00
	100,56

	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	1.001.476.407.842,00
	1.005.118.876.976,00
	100,36

	Pendapatan Transfer Antar Daerah
	22.796.272.927,00
	24.929.348.182,00
	109,36

	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	15.625.211.581,00
	1.870.000.000,00
	11,97

	Pendapatan Hibah
	2.290.000.000,00
	1.870.000.000,00
	81,66

	Lain-lain	Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	13.335.211.581,00
	0,00
	0,00




B. Realisasi Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah didasarkan pada pendekatan anggaran untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang struktur Belanja Daerah terbagi atas 4 jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dimana dari keseluruhan belanja tersebut bertujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu sejalan dengan tujuan dimaksud pemerintah daerah telah menentukan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.203.236.954.604,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.012.662.974.684 atau mencapai 84,16%. Selanjutnya, untuk lebih jelas rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah terlihat pada tabel berikut :
Tabel 4
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Alor Per urusan Pemerintahan Tahun 2024
	URAIAN
	JUMLAH (Rp)
	(%)

	
	ANGGARAN
	REALISASI
	

	1
	2
	3
	4

	Belanja Daerah
	1.144.108.663.321,00
	995.047.605.820,18
	86,97

	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	658.647.263.183,00
	524.132.616.553,54
	79,58

	Pendidikan
	279.184.048.477,00
	208.899.165.468,00
	74,82

	Kesehatan
	222.131.505.721,00
	169.217.618.135,54
	76,18

	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	100.675.641.602,00
	93.754.881.928,00
	93,13

	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
	40.117.304.536,00
	36.467.405.708,00
	90,90

	Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	10.140.407.756,00
	9.730.220.023,00
	95,95

	Sosial
	6.398.355.091,00
	6.063.325.291,00
	94,76

	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	65.670.612.489,00
	60.171.077.872,00
	91,63

	Tenaga Kerja
	5.126.421.236,00
	5.090.605.376,00
	99,30

	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.982.470.940,00
	2.890.373.256,00
	96,91

	Pangan
	3.013.287.937,00
	2.937.641.329,00
	97,49

	Lingkungan Hidup
	6.819.396.186,00
	6.665.508.504,00
	97,74

	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	4.057.130.424,00
	3.936.834.620,00
	97,03

	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	6.002.231.877,00
	4.912.729.644,00
	81,85

	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	10.201.764.961,00
	7.523.813.859,00
	73,75

	Perhubungan
	5.954.730.619,00
	5.839.735.879,00
	98,07

	Komunikasi & Informatika
	3.784.765.501,00
	3.729.926.872,00
	98,55

	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	5.584.818.241,00
	5.415.834.118,00
	96,97

	Penanaman Modal
	3.217.946.775,00
	2.948.748.910,00
	91,63

	Kepemudaan Dan Olahraga
	3.249.683.536,00
	3.145.288.695,00
	96,79

	Kebudayaan
	3.161.922.933,00
	2.674.278.088,00
	84,58

	Perpustakaan
	2.514.041.323,00
	2.459.758.722,00
	97,84

	Urusan Pemerintahan Pilihan
	60.941.470.359,00
	59.363.537.449,00
	97,41

	Kelautan Dan Perikanan
	10.384.003.007,00
	10.227.947.451,00
	98,50

	Pariwisata
	6.704.187.354,00
	6.604.193.055,00
	98,51

	Pertanian
	20.792.488.152,00
	20.430.864.480,00
	98,26

	Perdagangan
	4.334.381.605,00
	4.279.713.608,00
	98,74

	Perindustrian
	18.726.410.241,00
	17.820.818.855,00
	95,16

	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
	57.454.271.157,00
	55.269.598.738,00
	96,20

	Sekretariat Daerah
	31.343.062.387,00
	30.100.020.169,00
	96,03

	Sekretariat Dprd
	26.111.208.770,00
	25.169.578.569,00
	96,39

	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
	247.101.024.165,00
	242.940.926.771,64
	98,32

	Perencanaan
	8.263.185.523,00
	8.130.459.388,00
	98,39

	Keuangan
	228.825.926.690,00
	225.109.565.103,64
	98,38

	Kepegawaian
	7.625.836.547,00
	7.440.669.211,00
	97,57

	Pengelolaan Perbatasan Daerah
	2.386.075.405,00
	2.260.233.069,00
	94,73

	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	7.107.805.023,00
	7.048.299.782,00
	99,16

	Inspektorat
	7.107.805.023,00
	7.048.299.782,00
	99,16

	Unsur Kewilayahan
	43.265.494.327,00
	42.403.321.996,00
	98,01

	Kecamatan
	43.265.494.327,00
	42.403.321.996,00
	98,01

	Unsur Pemerintahan Umum
	3.920.722.618,00
	3.718.226.658,00
	94,84

	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	3.920.722.618,00
	3.718.226.658,00
	94,84

	Jumlah
	1.144.108.663.321,00
	995.047.605.820,18
	86,97


Sumber: Data Realisasi Anggaran 2024 (*Un-Audited)

5. KINERJA PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN
Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup Penyertaan Modal Daerah. Secara jelas realisasi pembiayaan menurut pembiayaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024
	
No
	Uraian
	Target (Rp.)
	Realisasi (Rp.)
	%

	
	Pembiayaan Daerah
	46.205.816.531,00
	46.175.816.531,00
	99,94

	1
	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	51.205.816.531,00
	51.205.816.531,00
	100,00

	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	51.205.816.531,00
	51.205.816.531,00
	100,00

	2
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	5.000.000.000,00
	4.970.000.000,00
	99,40

	
	Penyertaan Modal Daerah
	5.000.000.000,00
	4.970.000.000,00
	99,40

	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan
	0
	145.944.023.926,24
	-


 Sumber: Data Realisasi Anggaran 2024

Kalabahi, …………..
Pj. BUPATI ALOR


ZET LIBING
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